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A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara yang terletak diattadsia yang
diapit oleh 2 Samudra yaitu Samudra Hindia sertenuslia Pasifik.
Indonesia ialah negara berkembang yang seringikandl dengan Negara
kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari 38 pravidengan 416
kabupaten serta 98 kota. Wilayah Indonesia yanggatatuas ini
memberikan dampak pada optimalisasi pembangunag tydak mudah.
Terpisahnya daerah Indonesia mengakibatkan lajurmpbuhan ekonomi
disetiap daerah tidak sama. Adapun pulau yang dadadonesia yang
tingkat perekonominya tergolong stabil yaitu Pykaua.

Banyaknya daerah dan kota di Indonesia, maka untuk
mempermudah proses pembangunan dan kemandiriamahgda&mi
dialihkan dari sistem sentralisasi menuju sistemsed#alisasi,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemeriidagnah Nomor
22 Tahun 1999. Dalam sistem desentralisasi, seb&gaenangan pusat
dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi, yang digdkgm dalam bentuk

otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor &3uim 2014



dalam bentuk pengaturan daerah, termasuk pelaksgpembangunan
daeral.

Setiap daerah mempunyai kemampuan pengelolaamdaugang
berbeda-beda dalam membiayai kegiatannya sehinggaintbulkan
disparitas fiskal antar daerah. Oleh karena itmgrentah mengalokasikan
dana untuk menghilangkan ketidakseimbangan keuampgéoik yang
bersumber dari APBD untuk membiayai kebutuhan deaedalam
pelaksanaan kegiatan. APBD merupakan sarana yanumakan untuk
menampung berbagai kepentingan publik yang diwwgadknelalui
berbagai kegiatan dan program. APBD disusun selragan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan peadajsgrah untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dakm@alam Undang-Undang
Nomor 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa pendapatarallaedan dana
perimbangan yang diterima daerah dari negara mieanpasumber
pendanaan pembangunan daerah.

Keuangan daerah dan desentralisasi fiskal merupdika hal yang
saling berkaitan, terutama bila dikaji dalam kostedtonomi daerah.
Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatak fgeal-hal yang
berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belangga®gAPBD).
Berbeda dengan desentralisasi fiskal dalam kaagah otonomi daerah.

Desentralisasi fiskal lebih banyak bersinggungamgde kebijakan fiskal

2 Berti Indah Sari, ‘Pengaruh Pendapatan Asli DaebatnAlokasi Umum Dan Belanja
Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Da€aditupaten/Kota Di Provinsi Sumatera
Barat’, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3.1 (2021), hall.

¥ Moh. Khusaini,Keuangan Daerahed. by Tim UB Press, 1st edn (Malang: Tim UB
Press, 2018).



nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja réle@fsPBN).

Desentralisasi fiskal tidak terlepas dari kont&®BN, sebagai
intrumen kebijakan ekonomi makro nasional. Namumiki&n, kebijakan
desentralisasi fiskal juga berpengaruh langsurigatiEp kondisi keuangan
daerah, khususnnya APBD. Hal ini dikarenakan k&hijaalokasi atau
transfer dana pusat kepada daerah, apapun sistriykbdan jenisnya,
adalah dalam kerangka pelaksanaan tugas dan wegveregmerintahan
yang sudah diserahkan kepada daerah melalui otord@erah atau
desentralisasi.

Peranan pemerintah daerah dalam mewujudkan hasgnigan
pemerintah daerah sangatlah penting, karena efisigemerintah
mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalaengela
perekonomian daerah sehingga daerah menghasidsajakteraan bagi
masyarakat.

Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa pemadr
melakukan pengelolaan anggaran dengan transpaneakdatabel. Hal ini
penting, karena untuk membangun kepercayaan pudilik memastikan

bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuag tggah ditetapkan.

* Suwardi, Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pebunan Ekonomi,
Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan KesejaateDi Kabupaten/Kota Induk Provinsi
Papua ed. by Unggul Pebri Hastato dan Dyah Wuri Handgydst edn (yogyakarta:
DEEPUBLISH, 2015).



Tabel 1.1

Tingkat Rasio Pendapatan Asli Daerah Provinsi Di ldonesia

No Nama Provinsi Tahun

2019 2020 2021 2022 2023
1 Nanggroe Aceh Darussalam 17% 18%% 18% 21% 28%
2 Sumatera Utara 44% 439 46% 58% 57%
3 Sumatera Barat 36% 359 38% 47% 47%
4 Riau 41% 39% 43% 53%) 599
5 Jambi 36% 35% 39% 46% 44%
6 Sumatera Selatan 38% 369 40% 49% 53%
7 Bengkulu 28% 26% 32% 37% 35%
8 Lampung 42% 40% 44% 549 549%
9 DKI Jakarta 73% 67% 63%) 689 74%
10 | Jawa Barat 59% 549 55% 70% 80%
11 | Jawa Tengah 56% 549 55% 67% 67%
12 | Daerah Istimewa Yogyakarta 37% 33 336 41% 41%
13 | Jawa Timur 58% 57% 55% 67% 66%
14 | Kalimantan Barat 39% 38% 39% 53% 51%
15 | Kalimantan Tengah 36% 339 36% 46% 40%
16 Kalimantan Selatan 52% 459 54% 56% 48%
17 Kalimantan Timur 56% 52% 60% 54% 59%
18 | Sulawesi Utara 33% 309 33% 39% 41%
19 | Sulawesi Tengah 26% 279 32% 32% 38%
20 | Sulawesi Selatan 439 429 45% 54% 55%
21 | Sulawesi Tenggara 279 259 30% 32D 33%
22 | Bali 61% 54% 53% 66% 68%4
23 Nusa Tenggara Barat 35% 35¢ 350 43% 48%
24 | Nusa Tenggara Timur 249 229 23% 316 31%
25 | Maluku 16% 18% 18% 22% 229
26 | Papua 13% 11% 15% 20% 40%
27 | Maluku Utara 16% 17% 19% 25% 20%
28 | Banten 63% 57% 60% 739 74%
29 | Bangka Belitung 31% 28% 339 38% 37%
30 | Gorontalo 22% 22% 26% 28% 27%
31 | Kepulauan Riau 33% 349 36% 43% 43%
32 Papua Barat 4% 6% 7% 8% 11%
33 | Sulawesi Barat 17% 179 20% 24% 23%
34 | Kalimantan Utara 25% 23% 26% 30% 32%
35 | Papua Tengah




36 Papua Pegunungan

37 | Papua Selatan

38 | Papua Tengah
Sumber:DJPK data diolah, 2024

Pada tabel tingkat rasio pendapatan asli daeravirBr di
Indonesia menunjukkan Provinsi Jawa Timur mempupgadapatan asli
daerah sangat efektif. Karena Provinsi Jawa Timemilki tingkat rasio
dari tahun 2019-2023 diatas 50%. Dibandingkan derfge@vinsi yang
lain, Provinsi Jawa Timur termasuk mempunyai tingkarekonomian
yang stabil, meskipun masih ada Provinsi lain yaiggkat rasio
pendapatan asli daerah lebih baik seperti: DKI dakdawa Barat, Jawa
Tengah, Kalimantan Timur, Bali, dan Banten.

Jawa Timur merupakan provinsi dengan kabupatemtiesbanyak,
yakni 29 wilayah Kabupaten dan 9 kota. Meski memivilayah yang
luas di Pulau Jawa, bukan berarti kondisi perekoanrhisa stabil setiap
tahunnya. Kenyataannya, Provinsi Jawa Timur masigdntung pada
bantuan Pemerintah dalam bentuk dana APBN untik leeningkatkan
perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Berikut pemaparan realisasi pendapatan asli dd@mavinsi Jawa

Timur tahun 2019-2023.

® Gede Edy Prasety@enyusunan Dan Analisis Laporan Keuangan Dagrkét edn
(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005). Hal 51-53



Tabel 1.2

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2Q09-2023

Pendapatan Asli Daerah
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=@=Jawa Timur

Sumber:Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Pada tabel pendapatan asli daerah Provinsi Jamar Ttahun
2019-2023 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur ngde 29
Kabupaten dan 9 Kota pada tahun 2019 mempunyaiapetah asli
daerah sejumlah 19.327,12 Milyar Rupiah, pada tabamun 2020
mempunyai pendapatan asli daerah sejumlah 179®9@i§ar Rupiah,
pada tahun 2021 mempunyai pendapatan asli daejamnlak 18.935,88
Milyar Rupiah, dan pada tahun 2022 mempunyai pestdapasli daerah
sejumlah 21.256,65 Milyar Rupiah, pada tahun 2028mpunyai
pendapatan asli daerah sejumlah 22.317,20 MilyapidRu Realisasi
pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur tahd®-2023 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada ta2Q20 juga terjadi
penurunan akibat wabah pandemi yang menyebabkakurbagnya

mobilitas.



Pemerintah pusat mengembangkan kebijakan otondaeirah
dengan tujuan agar Pemerintah daerah lebih mandi@iam
penyelenggaraan perekonomian daerah, hal ini liarkdiengan evaluasi
hasil perekonomian negara. Dengan membandingkatama kerja dan
pelaksanaannya, pengukuran kinerja keuangan urdgpknkingan publik
dapat digunakan sebagai evaluasi dan pemulihanj&fhe

Dana alokasi umum adalah dana yang diberikankumigncapai
pemerataan keuangan antar daerah dan digunakak omémbiayai
pengeluaran yang dilakukan secara desentralisasia @lokasi umum
merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBY dialokasikan
untuk mendanai kebutuhan daerah. Dalam hal ini Aetak Daerah
secara leluasa dapat menggunakan dana alokasi wmu memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehiakgn menciptakan
hidup yang lebih bersih dan harapan hidup lebih jgman serta
meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai desgamdar yang layak.

Tabel 1.3

Tingkat Rasio Dana Alokasi Umum Provinsi Di Indonega

. Tahun
No Nama Provinsi
2019 2020 2021 2022 2023
1 Nanggroe Aceh Darussalam 15% 14% 14% 14% 19%
2 Sumatera Utara 21% 19% 18% 20% 21%
3 Sumatera Barat 32% 30% 28% 31% 38%
4 Riau 18% 17% 16% 17% 15%

® Nadia Febrianty and Gerry Hamdani Putra, ‘PengaRértumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhdtiaprja Keuangan Pemerintah Pada 19
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2@A&-2 Jurnal Kendali Akuntansil.2
(2023), 30-46.



5 | Jambi 31% 29% 27% 27% 31%

6 Sumatera Selatan 19% 17% 16% 16% 17%
7 Bengkulu 45% 44% 40% 41% 42%

8 Lampung 27% 25% 23% 25% 269

9 DKI Jakarta 1% 0% 0% 0% 0%
10 | Jawa Barat 9% 9% 8% 9% 12%
11 | Jawa Tengah 15% 149% 13% 14% 14%
12 | Daerah Istimewa Yogyakarta 249 22% 21% 220b 22%
13 | Jawa Timur 12% 12% 11% 11% 12%
14 | Kalimantan Barat 30% 28% 24% 26% 27%
15 | Kalimantan Tengah 32% 30% 28% 26% 27%
16 | Kalimantan Selatan 18% 17% 17% 13% 12%
17 | Kalimantan Timur 7% 8% 8% 5% 5%
18 | Sulawesi Utara 37% 36% 349 36% 39%
19 | Sulawesi Tengah 40% 36% 32% 31% 34%
20 | Sulawesi Selatan 27% 259 23% 26%0 270
21 | Sulawesi Tenggara 39% 36% 32% 32% 34Pb
22 | Bali 20% 21% 20% 20% 18%
23 | Nusa Tenggara Barat 319 29% 28% 28N 28%
24 | Nusa Tenggara Timur 35% 329 33% 39% 41%
25 | Maluku 55% 50% 50% 52% 51%
26 | Papua 17% 18% 17% 219 25%
27 | Maluku Utara 51% 47% 42% 40% 54%
28 | Banten 11% 10% 9% 10% 109
29 | Bangka Belitung 39% 39% 35% 339 38%
30 | Gorontalo 55% 51% 48% 51% 52%
31 | Kepulauan Riau 30% 31% 299 28% 27%
32 | Papua Barat 13% 15% 189 17% 21%
33 | Sulawesi Barat 52% 48% 489 51% 50%
34 | Kalimantan Utara 46% 44% 419% 40% 36%
35 | Papua Tengah
36 | Papua Pegunungan
37 | Papua Selatan
38 | Papua Tengah

Sumber:DJPK data diolah, 2024

Pada tabel tingkat rasio dana alokasi umum Psovinindonesia

diatas menunjukkan Provinsi Jawa Timur mempunyegktt rasio DAU

pada tahun 2019-2023 antara 0%-25% yang mempddimatingkat



ketergantungan Provinsi Jawa Timur terhadap Peta@riRusat sangat

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa, Provinsi Jawanufi mampu

mengatur dan mengelola tingkat kesejahteraan nmastatanpa harus

menunggu peran dari Pemerintah Pusat untuk mendaphantuan dana.
Tabel 1.4

Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-203

Dana Alokasi Umum
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Pada tabel dana alokasi umum Provinsi Jawa Tiatwn 2019-
2023 memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Timur ptataun 2019
sebesar 3.998,43 Milyar Rupiah, tahun 2020 sebe3#62,91 Milyar
Rupiah, pada tahun 2021 sebesar 3.650,37 MilygniaRutahun 2022
sebesar 3.652,12 Milyar Rupiah, pada tahun 202#sse 3.902,92
Milyar Rupiah. Dari Provinsi tersebut dana alokasium yang banyak

terdapat pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 28&®akin banyak

" DKk Sri Indriyani, Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyataka
Kawasan Teluk Tominied. by Arief Dul, 1st edn (Yogyakarta: Bintangn&sta Media, 2023).
Hal 10
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dana yang diterima Pemerintah daerah, maka semaésar pula
ketergantungan daerah terhadap Pemerintah pusat.

Salah satu peran yang juga sangat penting dalengmasilkan
sumber pendapatan daerah yang bersumber dari ppt#essi yang
dimiliki setiap daerah. Belanja modal berperan mhalgelayanan publik
dalam suatu daerah yang mampu memberikan kontriberdiadap
pertumbuhan pendapatan daerah. Kegiatan yang Kdakdalam belanja
modal dapat dikatakan sebagai investasi pemergtdahah dalam menata
daerahnya sendiri. Akan tetapi, dalam kegiatanrieelmodal tidak dapat
dikatakan sebagai ajang untuk mencari profit. Ukuteeberhasilan
pemerintah dalam mengelola belanja modal yaitu nyatug diberikan
sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang didaaraggsuai dengan
yang dibutuhkan, kegiatan dalam belanja modal nmahgapada
kepentingan daerah bukan untuk kepentingan pribdal, biaya yang
dikeluarkan untuk kegiatan belanja modal tidak midieanggaran yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Berkembangnya pembangunan yang memadai menjadiéerah
tersebut mampu mendorong kegiatan investasi diabatersebut, hal ini
berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan daedahwsktiu yang
akan datang, perekonomian daerah semakin berkemdang dapat

menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakangat®

8 Ni Putu Gina Sukma Antari and Ida Bagus Panji 8ad&Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja KeuarRmmerintah Daerah’ (Udayana University,
2018).



Tabel 1.5

Tingkat Rasio Belanja Modal Provinsi Di Indonesia

11

No Nama Provinsi Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
1 | Nanggroe Aceh Darussalam 20% 13% 16% 18% 1506
2 Sumatera Utara 9% 12% 9% 14% 19%
3 | Sumatera Barat 16% 11% 10% 15% 17%
4 | Riau 13% 11% 11% 17% 20%
5 | Jambi 18% 15% 10% 19% 21%
6 | Sumatera Selatan 17% 17% 18% 16% 13%
7 | Bengkulu 24% 15% 11% 14% 19%
8 | Lampung 14% 11% 12% 15% 17%
9 | DKI Jakarta 18% 6% 11% 14% 14%
10 | Jawa Barat 7% 4% 5% 7% 6%
11 | Jawa Tengah 8% 4% 6% 7% 7%
12 | Daerah Istimewa Yogyakarta 199 17% 12% 13% 13%
13 | Jawa Timur 8% 6% 6% 8% 8%
14 | Kalimantan Barat 15% 13% 15% 18% 219
15 | Kalimantan Tengah 26% 22% 19% 21% 26%
16 | Kalimantan Selatan 21% 12% 15% 159 26%
17 | Kalimantan Timur 11% 11% 14% 16% 23%
18 | Sulawesi Utara 22% 24% 249 21% 13%
19 | Sulawesi Tengah 20% 1694 12% 139 17%
20 | Sulawesi Selatan 10%) 129 14% 129 10%
21 | Sulawesi Tenggara 29% 259 28% 33% 24%
22 | Bali 9% 7% 13% 22% 14%
23 | Nusa Tenggara Barat 139 12% 14% 22% 10%
24 | Nusa Tenggara Timur 15% 189 16% 259 14%
25 | Maluku 18% 20% 20% 18% 17%
26 | Papua 17% 7% 8% 18% 8%
27 | Maluku Utara 25% 22% 27% 27% 24%
28 | Banten 12% 10% 11% 15% 13%
29 | Bangka Belitung 16% 17% 17% 15% 189
30 | Gorontalo 14% 11% 9% 16% 12%
31 | Kepulauan Riau 17% 15% 9% 14% 149
32 | Papua Barat 19% 16% 309 29% 12%
33 | Sulawesi Barat 18% 17% 20% 26% 20%
34 | Kalimantan Utara 23% 25% 16% 19% 209
35 | Papua Tengah 14%
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36 | Papua Pegunungan 44%
37 | Papua Selatan 35%
38 | Papua Tengah 29%

Sumber:DJPK data diolah, 2024

Pada tabel tingkat rasio belanja modal Provinsilndlonesia
menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur dalam melaMdsan belanja
modal belum dapat dikatakan ideal. Menurut Peratieesiden no. 54
tahun 2010, alokasi belanja modal di APBD minimalus 29% dari total
belanja daerah. Proporsi dalam melaksanab@lanja modal idealnya
berkisar antara 25-30% dari total belanja daérbfal ini menandakan
bahwa Provinsi Jawa Timur belum dapat dikatakanaliddalam
melaksanakan belanja modal meskipun pendapatanaldaermasuk
kategori sangat efektif.

Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan <isdtah
yang berguna untuk mengelola sumber keuangan yaley dalam
daerahnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan daemetut® Kinerja
keuangan Pemerintah dapat diukur dari seberapar Hdesaampuan
pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensig yaimiliki
daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusadapghpertumbuhan
pendapatan daerah setiap tahunnya. Kinerja keudPgarerintah daerah
pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasotumbuhan

pendapatan daerah. Rasio pertumbuhan pendapatarahdatapat

° Moh. Khusaini,Keuangan Daerahed. by Tim UB Press, 1st edn (Malang: Tim UB

Press, 2018). Hal 172

% Rauhul litihad dan Iwan Harsono, ‘Pengaruh Ras@mindirian Daerah, Efektifitas

Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanjaabdeerhadap Kinerja Keuangan Daerah’,
Ganec Swara2024, 41.
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menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dipéikierintah daerah
untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbpkadapatannya
dari satu periode ke periode berikutnya. Semakigginya pertumbuhan
pendapatan daerah dan bernilai positif setiap t@amengindikasikan
bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkatunpeuhan
pendapatan daerahnya.

Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenadeta
penurunan setiap tahunnya menyebabkan pemeringidharus mampu
menjawab segala kebutuhan daerah dan menunjukkamabgemerintah
daerah mampu mengelola perekonomian daerah ddaaganDalam hal
ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang péaji lebih
lanjut. Maka penulis ingin meneliti dengan judBengaruh Pendapatan
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Tehadap
Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode

2019-2023.”

. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengfkasi
beberapa permasalahan dalam penulisan ini, yang dikadikan bahan
penelitian selanjutnya. Ada beberapa permasalabmdpenelitian ini,
yaitu:

1. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu fakiog p&nting
dalam pemasukan hasil daerah, karena dengan agamasukan

pada setiap daerah maka daerah tidak selalu bargprgada
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bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dga jdapat
menjadi hal positif untuk kemakmuran masyarakat.

2. Dana alokasi umum bergantung pada bantuan pusatinhal
menunjukkan  kinerja  belum optimal sehingga dalam
mengembangkan daerahnya sendiri harus menunggun pera
pemerintah.

3. Belanja modal dapat digunakan untuk mengembangkan
pembangunan infrastruktuk dan sarana dalam daeradp mampu
menjadi investasi dan juga sumber pendapatan baigiyak
tersebut.

4. Dana pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengamerja
keuangan pemerintah yang optimal, karena hasil rigara
pemerintah merupakan indikator dari keberhasilamepatah
daerah dalam mengelola keuangan demi tercapainyakeuran

masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan permasalatmaka
permasalahan yang muncul dalam penelitian ini &ds¢hagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhkotegsja

keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi JawauTpada

tahun 2019 hingga 2023 ?



15

2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap j&iner
keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi JawauTpada
tahun 2019 hingga 20237

3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinegaarkgan
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur galdan 2019
hingga 20237

4. Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umumbelanja
modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Peaterin
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2Bit@ga

20237

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tujuan daglifsen ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerahdeph&inerja
keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tintumt&2019-
2023.

2. Untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadaprjk
keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tintumt&019-
2023.

3. Untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap jane¥uangan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2ZZ02Z8B.

4. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, ddolasi
umum dan belanja modal terhadap kinerja keuangamefatah

Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2019-2023.
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E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, harapannya terdaglarapa manfaat yang
diperoleh, antara lain:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi tedmd
pengembangan teori khususnya pada kajian matahkolanajemen
keuangan keuangan negara.
2. Secara Praktis
a. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ganmbara
mengenai pendapatan primer daerah, alokasi umum dan
pertumbuhan ekonomi, serta diharapkan dapat mepgtbman
bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaanklgasusnya
instansi pemerintah daerah. Selain itu dapat digadtolak ukur
dan masukan untuk meningkatkan kinerja serta meimgalxan
fungsi dan peran informasi.
b. Bagi Akademisi
Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengatahu
dan keahlian untuk pengembangan keilmuan khusubidang
mata kuliah manajemen keuangan sektor keuangankpsblta

penelitian selanjutnya.
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c. Bagi Penelitian Berikutnya
Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan pertimgaa
dalam penelitian selanjutnya, agar solusi yang rdipk lebih

bervariasi.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian dalam hal ininydes
membatasi masalah dalam penelitian ini dengan namskan pada
laporan keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jewar periode
2019-2023.
2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian tersebut harus mempunyai batasasdrata
tertentu untuk memudahkan penelitian dan agarinyasiakurat,
karena penelitian tersebut tidak komprehensif. Adssalah terbatas
dengan penelitian ini. Kinerja keuangan suatu reedgrengaruhi oleh
beberapa faktor, seperti pendapatan daerah, belalgarah,
pembiayaan daerah, serta situasi makroekonomi darber daya

manusia.

G. Penegasan Istilah

Dalam metode penyusunan skripsi ini perlu ditegaskembali
maksud dari istilah-istilah yang ditulis peneliéirdjudul yang dipilih, agar

dikemudian hari tidak terjadi kesimpangsiuran, lsalpaham atau
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kesalahpahaman pada saat membaca dan memahamsi skiri Berikut
adalah definisi konseptual dan definisi operasiamalk masing-masing
variabel:
1. Definisi Konseptual
a) Pendapatan Asli Daerah
Menurut Halim (2004) Pendapatan asli daerah
(PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya seyalig
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor
pendapatan daerah memegang peranan yang sangag pent
karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh maunatu
daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan
pembangunan daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan ya
diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilay@hn
sendiri yang diperoleh berdasarkan peraturan dassimai
dengan peraturan perundang-undangan yang bériaku.
b) Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum adalah dana yang diberikan

untuk mencapai pemerataan keuangan antar daerah dan

" Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanigjak Daerah Dan Pendapatan Asli
Daerah(yogyakarta: DEEPUBLISH, 2012).
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digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakuka
secara desentralisasi. Dalam UU No. 33 tahun 2004
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah gaursa
daerah menerangkan bahwa dana alokasi umum
mempunyai tujuan untuk pemerataan kemampuan
keuangan antara daerah satu dengan yang lain hal in
bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan
kemampuan keuangan mengenai pertimbangan kebutuhan
dan potensi setiap daer&h.
c) Belanja Modal
Belanja modal merupakan belanja pemerintah
daerah yang mempunyai fungsi melebihi 1 tahun anagga
dan menambah aset atau kekayaan daerah dan sgfanjut
menambah belanja rutin seperti belanja pemelihapaaa
kelompok belanja sektor pemerintah (Halim, 2064).
d) Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan daerah dapat diartikan sebagai
tingkat pencapaian suatu hasil kerja serta peragatol
bidang keuangan yang meliputi anggaran dan realisas

anggaran dengan mengguanakan indikator keuangan yan

12 Riva Ubar Harahap, ‘Pengaruh Dana Alokasi UmummaDalokasi Khusus, Dan Dana
Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia RatldKota Propinsi Sumatera Utara’,
KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syaridhl (2017).

3 Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi SuryantinieBaruh Pad, Dau Dan Dak
Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Pivdali’ (Udayana University, 2018).
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telah ditetapkan oleh kebijakan dan perundang ugatan
yang diukur selama periode anggaran.
2. Definisi Operasional
Definisi operasional dalam hal ini, penulis memifskan
pada kinerja keuangan dengan menggunakan anatigsipd rasio
kinerja keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi. Amapasio
tersebut berupa: (1) Rasio efektivitas PAD, (2)agsendapatan

asli daerah, (3) rasio dana alokasi umum, (4) rasianja modal.

H. Sistematika Penulisan

BAB | Pendahuluan
Bab ini menjelaskan latar belakang identifikasisaiah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, metode penelitianhguingkup dan
definisi kerja.

BAB Il Kajian Pustaka
Bab ini berisi tentang teori-teori yang diperlukamntuk
menjelaskan variable yang akan diteliti. Pada inauga berisi
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, peutianb
ekonomi, kinerja keuangan Pemerintah. Kemudiancaderp
penelitian yang relevan, kerangka konseptual, #anangka

hipotetis.
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BAB Il Metode Penelitian
Bab ini menjelaskan tentang populasi, sampel,ikg@ngambilan
sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuvanabel
penelitian, dan sumber data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini memberikan deskripsi data dan temuan fterel

BAB V Pembahasan
Bab ini membahas analisis dan perhitungan hasila® melalui
teori, penelitian terdahulu dan teori yang adaniPehasan dalam
bab ini merupakan analisis hasil temuan di lapangang
kemudian dipadukan dengan teori-teori yang ada.

BAB VI Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkasil panelitian
yang dilakukan.

Bagian akhir dari laporan ini berisikan sumber a@afiustaka, lampiran-

lampiran yang berhubungan.



